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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada
Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Rancangan penelitian ini adalah dekritif kualitatif dengan
teknik pengumpulan data berupa observvasi, dokumentasi dan wawancara. Jenis data dalam penelitan ini adalah
jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini
berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Aloksai Dana Desa sudah cukup baik, dilihat
dari beberapa indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun ada dua indikator yang
belum berjalan dengan baik yaitu indikator produktivitas, dan Kualitas Layanan. Oleh kerena itu, penilain
produktivitas dan kualitas pelayanan dipemerintahan Desa Nirangkliung harus ditingkatkan. Penyusunan program
kegiatan harus meprioritaskan program yang tertuang dalam Musyawarh Perencanaan Pembagunan Desa serta
adanya transparasi aparat pemerintah desa kepada masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi
Dana Desa.

Kata kunci : Kinerja Pemerintahan Desa, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responbilitas,
Aluntabilitas

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat
umum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan
kepemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan hak tradisonal yang diakuai dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desa akan mengalamai kemajuan jika dalam pengelolaan

keungannya dikelola secara akuntabel dan transparasi.

Desa juga merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama
hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari
Lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari
dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran
pengelolaan alokasi dana dalam perencanaan pembangunan desa sebagai bentuk tanggung

jawab pemerintah desa kepada masyarakat, Menurutl Wayan Saputra (2016).




Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh karena kewenangan desa sudah
ada sejak dahulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2008), otonomi desa menjadi sebuah
harapan dan tantangan bagi pemerintahan desa serta masyarakat desa. Harapan dalam arti
bahwa masyarakat desa dapat memberikan aspirasi dan contoh terhadap birokrasi pemerintah
desa. Disisi lain, otonomi desa memberikan tantangan bagi pemerintahan desa dalam membuat
kebijakan sesuai anggaran yang dimiliki. Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDesa)
harus menjadi sebuah cermin harapan dan tuntunan masyrakat yang nantinya akan diwujudkan
oleh pemerintah desa. Selain itu perencanaan dan penyusunan APBDes diharapkan mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga tidak lagi masuk dalam kategori desa
tertinggal, wewenang yang luas tetap diatur sesuai dengan undang-undang yang merupakan

salah-satu aspek yang ikut berperan dalam pembangunan desa.

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, desa telah memiliki kewenangan sendiri
untuk mengatur seluruh tatanan di desa, termasuk menyusun anggaran ataupun menyusun
keuangan desa sendiri (Labolo, 2017). Oleh kerena itu, pemerintahan desa memiliki peranan
penting dalam penyusunan atau lebih tepatnya dalam pengelolaan aloksi dana desa tersebut.
Seperti halnya beberapa desa di Kecamatan Nita mendapat Anggaran Dana Desa (DD) dari
pemerintahan pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintahan Kabupaten Sikka.
Alokasi Dana Desa ditujukan kepada desa sebagai penunjang untuk melaksanakan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa.
Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal
tetapi harus juga didukung oleh keuangan yang memadai. Pengelolaan keuangan desa sangat
besar pengaruhnya terhadap nasib suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya,
tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan
menunjukan kinerja pemerintahan desa yang baik pula. Pengelolaan alokasi dana desa
selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan

pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik.

Dalam peraturan pemerintah disebutkan adanya penyaluran Dana Desa (DD) dan
Aloksi Dana Desa (ADD), Penyerahan urusan dari kabupaten/ kota kepada desa,

pengembangan rencana pembagunan partisipatif dan penataan wilayah desa.

ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam

memfasilitasi desa dalam perencanaan pembangunan dengan demikian keberadaan ADD




tentunya sangat membantu dalam melaksanakan rencana pembangunan desa karena ADD
adalah dana dialokasikan dan dikelola dalam melaksanakan kegiatan desa (Eko, 2015).
Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi, operasi pemerintahan Desa dan BPD
(ATK, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan), belanja PKK, karang taruna, stanting. Sementara,
analisis ADD dilakukan tiga bulansekali dalam setahun pada saat membuat laporan berkala

yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan ADD.

Besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan ke desa membuat isu di
kalangan masyarakat desa dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan
yang ada. Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa
memperhatikan sumber dananya. Pemerintahan desa harus memanfaatkan dana peruntukannya

guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada
pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan
visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu
kebijakan operasional. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik pegawai dalam
melaksanakan pekerjaanya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi lebih baik
dimasa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merujuk pada isi pekerjaan yang mereka lakukan
dan apa yang diharapkan untuk mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka (Rivai et.al,

2011).

Konsep kinerja pada dasarnya dapat di lihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai
(perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam
suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu
organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki
oleh organisasi yang digerakan atau dijalakan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku
dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau
instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi
karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja

karyawan.

Bagi setiap organisasi, penilian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang penting
untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi tersebut berhasil diwujudkan dalam

jangka waktu atau periode tertentu. Dewasa ini istilah kinerja telah menjadi perbincangan




dikalangan para ilmuwan, birokrat, pengusaha dan mahasiswa serta masyarakat umum. Kinerja
pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka
dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya manusia merupakan prestasi atau hasil kerja
(output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode
waktu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

(Mangkunegara, 2005).

Berpijak dari hal tersebut, maka fokus utamanya adalah efektifitas penyaluran alokasi
dana desa dan dampak alokasi dana desa terhadap kesejateraan masyarakat dapat diukur
dengan mengunakan indikator kinerja pemerintahan birokrasi publik seperti, Produktivitas,

Kualitas Layanan, Responsivitas, Responbilitas, dan Akuntabilitas.

Pembangunan desa mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka
Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah karena didalamnya terkandung unsur
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan
sebagian besar masyarakat yang bermukiman di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan
kesehjateraan mereka, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan Desa
dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi dan
pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan mengembangkan
wirausaha, serta perluasan ekonomi individu melalui pengadaan atau bantuan permodalan.
Atau bahkan dalam menentukan prioritas dalam penggunaan Dana Desa disepakati dan
diputuskan melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan
tingkat perkembangan kemajuan desa diimplementasikannya undang-undang desa menjadi
perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keaungan desa, yang di dalamnya terdapat

pengelolaan sumber dana desa.

Pengelolaan dana desa yang diatur dalam undang-undang desa memicu kesiapan kepala
desa dalam pelaksanaannya. Undang- undang desa memberikan kewenangan dalam otonom
kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya, artinya apabila
pemerintah desa memiliki kemampuan dalam menjalakan pengelolaan dana desa yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, hal ini akan mewujutkan kinerja pemerintahan yang

lebih baik dan akan berpenggaruh terhadap kesejateran masyarakat desa setempat.

Penelitian ini ditunjang oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reski

Wahdani (2021) Dengan judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi




Dana Desa pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Gowa menunjang bahwah kinerja aparatur desa
dalam pengelolaan dana desa di Desa Jonjo cukup baik dari segi produktivitas, kualitas
layanan, responsivitas, responsbilitas dan akuntabilitas. Hal ini dapat terwujud, kerena aparat
Desa Jonjo sangat patuh terhadap peraturan atau kebijakan peraturan daerah dalam arahan

kepalah desa.

Penelitian Fitri (2015) dengan judul Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi
bahwa belum berjalan dengan baik dari 5 indikator yang diteliti, 3 (tiga) indikator tidak
berfungsi dengan baik seperti indikator produktivitas, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas
tetapi hanya (2) dua yang berfungsi dengan baik yaitu responsivitas dan responbilitas (Fitri,
2015).

Dari penelitian terdahulu diatas yang telah dilakukan pada masing-masing peneliti di
daerah lain menunjukan bahwa pengukuran kinerja di Desa Jonjo mengunakan indikator
kinerja birokrasi publik dikategorikan cukup baik sedangkan di Desa Vatunonju belum berjalan
dengan baik. Sehingga alasan yang mendasari peneliti memilih mengunakan teori tentang
pengukuran kinerja yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto (dalam Reski Wahdani, 2021)
tersebut kerena dari beberapa literatur kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi
dana desa tersebut kerena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Kinerja
Pemeritahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nirangkliung Kecamatan

Nita Kabupaten Sikka.

Berikut ini adalah rincian penggunaan Alokasi Dana Desadi Desa Nirangkliung

Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sejak 3 (Tiga) Tahun terakhir:

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa

Tahun | Anggaran Realisasi Silpa
2021 | 583.115.094.00 583.115.094.00 |0
2022 | 594.246.401.00 594.246.401.00 |0
2023 | 352.493.040.00 352.493.040.00 |0

Sumber:APBDes Desa Nirangkliung




Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
Pada tahun 2021 sebesar Rp. 583.115.094.000, untuk jumlah penerimaan ADD pada Tahun
2022 sebesar Rp. 594.246.401.000 dan untuk jumlah penerimaan ADD pada Tahun 2023
sebesar Rp. 352.493.040.000. Maka besaran jumlah pendapatan transfer dana ADD yang
diterima desa cukup besar dan meningkat pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar Rp.11.131.307.
namun pada tahun 2023 pendapatan ADD berkurang dan hanya mendapat anggaran sebesar

Rp. 352.493.040.000.

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, mengingat ADD yang diterima olehdesa untuk
dua tahun sebelumnya dari tahun 2021 dan tahun 2022 jumlahnya cukup meningkat, dan pada
tahun 2023 pendapatan ADD berkurang namun pengelolaan anggaran ADD di desa
Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka telah terealisasi dengan baik dan telah

dievaluasi oleh dinas terkait di Kabupaten Sikka.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian tersebut berfokus pada kinerja
pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Peneliti cukup mengetahui kondisi
penelitian, serta peneliti telah melakukan observasi dan bertanya langsung dengan aparat desa
tersebut. Berdasarkan observarsi dengan aparat desa yakni di desa Nirangkliung, Kecamatan
Nita, Kabupaten Sikka masih terdapat kendala yang dihadapi selama ini adalah proses
pencairan dana desa yang tidak sesuai dengan jadwal pencairannya, sehingga pihak desa
mengalami keterlambatan pelaksanaan pembangunan di lapangan dan hal ini akan
mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan evaluasi penggunaan dana desa, termasuk
kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang disebabkan oleh
minimnya sumber daya manusia yang ada dan kontrol dari pemerintahan dan masyarakat,
Sehingga memunculkan kecemburuan sosial serta kecurigaan dari berbagai lapisan masyarakat
desa akhirnya akan berdampak pada kinerja pemerintah desa, yakni dengan terlambatnya
pengajuan dan pertanggung jawaban tentang dana desa. Maka dalam menyelenggarakan
pemerintahan pengelolaan keuangan ADD dan DD, dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang
handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan

akuntabel.

Sesuai dengan urain latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan
penelitian secara ilmiah dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan

Alokasi Dana Desa Pada Desa Nirangkliung Kecamatan Nita Kabupaten Sikka”.




KAJIAN TEORITIS

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi
yaitu teori stewardship theory. Stewardship theory menjelaskan mengenai situasi yang mana
para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan

kepentingan organisasi sebagai tujuan utama (Donaldson, 1991).

Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yang berupa dapat dipercaya,
memiliki integritas, bertanggungjawab atas setiap tindakannya, dan berlaku jujur terhadap
semua pihak. Stewardship theory menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik
demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepuasan
organisasi dan kesuksesannya. Kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara

memaksimalkan utilitas manajemen dan principal.

Akuntasi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya disiapkan guna
memberikan informasi dari hubungan stewads (pemerintah) dengan principals (masyarakat).
Dikarenakan tuntutan akan kinerja pemerintah harus ditingkatkan sesuai dengan 5 (lima) tahap
kinerja pemerintahan Principlas akan semakin sulit menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan
sendiri. Kerena keterbatasan tersebut principlas (masyarakat) mempercayai sumber daya yang

mereka miliki kepada pihak yang dirasa capable yaitu Stewards (pemerintahan).

Impilikasi stewards theory dalam penelitian ini adalah guna mendeskripsikan eksitensi
pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya,menampung aspirasi
masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertangungjawabkan apa yang
diamanakan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya
dapat dicapai secara maksimal. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya

akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2010).

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto,
2006) atau penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata




berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi
yang alamiah (Djaman satori 2009). Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian
dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara
intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus
dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini
dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Kehadiran Peneliti

Dalam sebuah penelitian, kehadiran peneliti dilokasi penelitian sangatlah penting
karena untuk mendapatkan data yang lengkap. Tanpa kehadiran peneliti, maka penelitian tidak
akan berjalan dengan lancar dan data pun tidak akan didapatkan. Dalam penelitian kualitatif,

peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
Jenis Data

Dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak
berbentuk angka tetapi tertulis bisa berupa pertanyaan, tanggapan, respon dan objek. Data
kualitatif berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, sistem dan prosedur. Data merupakan
salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam
riset haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah

(Husein Umar 2014).
Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain (Lexy J Moleong).
Teknik Pengumpulan Data

(Burhan Bungin 2025) Prosedur pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulakan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data.
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan

dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Wawancara




Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong).
2. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan
mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatan terhadap keadaan atau
perilku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek

penelitian.
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan

pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
4. Pengamatan

Yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung pada responden
penelitian dan juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan responden yang relevan

dan berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti.
Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
kualitatif. Metode penelitian kualitatif, Creswell dalam Semiawan dan Raco (2010)
mendefinisikannya “sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan
memahami suatu gejala sentral”, Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai
peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.
Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut
biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian
dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam
bentuk tema-tema, gambar dan bukan angka-angka berasaldari naskah wawancara, catatan
lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau dokumen resmi lainya. Dalam
analisis data kualitatif ini maka analisis datanya nanti akan lebih banyak di dominasi oleh kata-
kata, kalimat maupun uraian-uraian serta jarang sekali menggunakan data yang berupa angka-

angka.




HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita dalam pengelolaan
Dana Desa cukup baik dilihat dari segi produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas,
responsibilitas dan akuntabilitas. Hal inilah yang harus ditingkatkan demi mencapai kinerja
pemerintah Desa yang lebih baik di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita dalam
mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah yang mengatur tugas dan fungsi
pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari segi produktivitas, kualitas
pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, kinerja pemerintahan desa Desa
Nirangkliung, Kecamatan Nita cukup baik. Hal ini dapat terwujud, karena aparat pemerintah
Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka sangat patuh terhadap peraturan atau
kebijakan peraturan daerah dan arahan Kepala Desa. Aparat Pemerintah Desa di Desa
Nirangkliung, cukup respon terhadap tuntutan kerja yang selama ini dibebankan kepada semua
aparat pemerintah desa di Desa Nirangkliun. Hanya saja, terdapatnya keterbatasan kualitas
aparat yang kurang mendukung dalam meningkatkan kinerjanya. Untuk lebih dipahami daat

diuraikan hasil penelitian yang dilakukan adalh sebagai berikut:
1. Produktivitas

Produktivitas: Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan
output. Produktivitas adalah bagian dari salah satu hal yang dijadikan untuk untuk mengukur
kinerja Perangkat Desa Di Nirangkliung Kecamatan Nita dalam pengelolaan alokasi dana desa.
Secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai (output)
dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input). Produktivitas mengandung

pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.

Produktivitas merupakan efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah Desa Di Desa
Nirangkliung, dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat Desa.
Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana
kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Seperti yang
disampaikan oleh Bapak Petrus Bruno Bajo (Kepala Desa Nirangkliung) pada tanggal 10 Juli

20204 dan hampir sama dengan responden lain mengatakan bahwa:

pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik, namun ada
kendala yang mempengaruh kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa

adalah: proses pencairan dana desa yang tidak sesuai dengan jadwal pencairannya, sehingga




pihak desa mengalami keterlambatan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam membangun desa sendiri dan lebih mengedepankan kepentingan
sendiri, dan juga terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak setuju sehinnga mereka
meminta ganti rugi apabila tanahnya dipakai sebagai alokasi dana desa. Sehingga hal tersebut
menjadi kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan
alokasi dana desa. Produktivitas pemerintahan Desa Nirangliung, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka ini masih sangat rendah Karena Pemerintah Desa dan BPD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelavanan yang efektif dan efisien
terhadap masyarakat Desa Nirangliung. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi
sangat dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa
Nirangliung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Namun hal
ini produktivitasnya masih sangat rendah oleh karena itu, penting kiranya dilakukan perbaikan
terhadap kinerja pemerintah Desa Nirangliung demi terciptanya kinerja yang efektif dan

efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa Nirangliung

Sedangkan tanggapan yang disampaikan bapak Edison beliau mengatakan

bahwa :

Produktivitas pegawai pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten
Sikka ini masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada kinerja pemerintah Desa Nirangkliung
dan BPD jarang sekali dilibatkan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, kecuali
terdapat kendala baru BPD dilibatkan, ini yang membuat pengelola Alokasi Dana Desa belum
efektif dan efisien, sehingga segala bentuk pelayanan dan pengurusan pengelolaan keuangan

mengalami hambatan (10 Juli 2024).

Dari hasil penelitian terhadap beberapa informan diatas, maka produktivitas di
pemerintah Desa Nirangkliung belum cukup baik atau belum sesuai dengan PERMENDAGRI
113 Tahun 2014 dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa sendiri
dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri, dan terdapat juga anggota masyarakat yang
tidak
setuju sehingga mereka meminta ganti rugi apabila tanahnya dipakai sebagai alokasi dana desa.
Sehingga hal tersebut dapat menjadi kendala dalam mewujudkan efetivitas kinerja pemerintah
desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Produktivitas dipemerintah Desa Di Desa
Nirangkliung, Kecamatan Nita ini masih sangat rendah, Karena pemerintah desa dan BPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan




efisien terhadap masyarakat desa. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat
dibutuhkan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah desa di Desa Di Desa
Nirangkliung Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan
masyarakat. Dalam mengukur produktivitas harus melalui tingkat efisien dan tingkat
efektivitas yang baik dan harus memberikan pelayanan yang efektivitas dan efisien. Oleh
karena itu pemerintah dalam hal ini aparat desa sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja
pemerintah desa di Di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka agar supaya
pelayanannya dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat desa. Karena produktivitas ini
merupakan salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai
keberhasilan kinerja pemerintah desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten

Sikka.

2. Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada

saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. (Ibrahim dalam Hardiyansyah, 2011).

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi
pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang
muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayan Publik. Hal ini seperti yang terjadi di
pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Berkualitas tidaknya
pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di pemerintahan Desa di
Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Dengan demikian keputusan
masyarakat terkait masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas
layanan yang dimiliki oleh pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten
Sikka. Ini dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengukur kinerja pegawai pemerintah di
Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, untuk mengetahui
seperti apa kualiatas layanan pegawai di pemerintahan di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka. maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah
kualitas pelayanan pemerintah di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Seperti yang disampaikan Bapak Fransiskus Edison beliau mengatkan bahwa :

Baik ade kualitas pelayanan di Desa Nirangkliung ini belum maximal, kenapa

dikatakan belum maximal, pertama dari faktor Aparat Desa itu sendiri, vakni dengan




terlambatnya penvampaian laporan evaluasi pertanggung jawaban alokasi dana desa
sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa pegawai sebagai aparat pemerintah Desa
Nirangkliung ini menjadi lambat dan tidak professional dan terpercaya dalam menjalankan
roda organisasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat khususnyva masyarakat Desa
Nirangkliung dalam pengelolaan alokasi dana desa dan kurangnya sikap rama tama dari
aparat kepada masyarakat. Faktor penghambat yang kedua adalah sarana dan prasarana
yang kurang memadai sehingga pihak Desa mengalami kesulitan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.” (10 Juli 2024)
Sedangkan, menurut Ibu Sekertaris Desa Nirangkliung mengatakan bahwa:

Dipemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini belum
mencapai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada pendidikan yang dimiliki
serta pengalaman kerja pegawai pemerintah Desa vang lebih mementingkan urusan pribadi.
Sehingga hal inilah yang membuat kinerja pegawai pemerintah Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini tidak berjalan dengan baik dalam pengelolaan alokasi
dana desa karena faktor kualitas pelavananyva yang masih sangat terhitung rendah atau belum

mencapai dari standar sesungguhnya.

Sedangkan tanggapan dari beberapa responden mengatakan bahwa aparat desa
telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat. Oleh karena itu,
sebaiknya pimpinan dalam hal ini Kepala Desa Desa Nirangkliung untuk lebih tegas dalam
memimpin pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka guna mencapai
kinerja organisasi pemerintahan yang baik dengan didukung oleh kualitas pelayanan yang baik
pula, Sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini akan berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat Kabupaten Sikka yang melakukan urusan di pemerintah Desa
Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Maka dari itu, kualitas layanan harus
ditingkatkan agar supaya kinerja Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini
menjadi baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan yang

dimiliki pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka itu sendiri.

Dengan demikian sumber daya manusia yang relatif rendah ini akan
mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten
Sikka. Oleh karena itu, sumberdaya manusia yang baik ini akan mendukung terhadap kinerja

serta kualitas layanan yang akan baik pula bagi pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan




Nita, Kabupaten Sikka, Maka tak heran kemudian ketika kualitas pelayanan ini adalah hal yang
sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pemerintah Kabupaten Sikka
khususnya di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka yang

merupakan fokus dari penelitian ini.
3. Responsivitas

Responsivitas adalah salah satu indikator kinerja organisasi publik yang menjadi fokus
utama. Responsivitas (responsiveness) merupakan sebuah organisasi dalam menyusun agenda-

agenda yang diprioritaskan kearah pelayanan yang diharapkan masyarakat (Wahyu, 2020).

Responsivitas adalah kemampuan pegawai pemerintah Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka untuk mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat,
dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan
program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat
Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Secara singkat responsivitas
mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana responsivitas pegawai
pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka Kinerja Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten
Sikka dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan
(ADD), maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap Paham dan
mengerti dengan tugas pemerintah Desa Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka
tersebut. Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana
Desa, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam melaksanakan pelayanan
terhadap masyarakat. Schingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, faktor responsivitas aparatur menjadi salah
satu faktor yang sangat penting untuk ditingkatkan demi berjalannya pengelolaan alokasi dana
desa pemerintah Desa Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam pelayanan
terhadap masyarakat Desa. Seperti yang sampaikan oleh Bapak Petrus Bruno Bajo (Kepala

Desa Nirangkliung) mengatakan bahwa:

Pemerintah Desa Niranghkliung dalam mengenali keinginan masyakat desa serta
mengetahui program yang harus dijadikan sebagai program prioritas dalam hal ini program

vang menjadi prioritas adalah program PKK, Stanting dan ibu hamil. Dan hal inilah yang




membuat pemerintah Desa Nirangkliung dalam menjalankan tugas dan fungsinva dalam
pengelolaan ADD menjadi mudah dalam pelaksanaannya. Karena semua program sudah

diketahui dan ini akan memudahkan pegawai menyusun anggaran. (Wawancara 10 Juni 2024)

Faktor responsivitas kinerja aparat pemerintah Desa Nirangkliung dalam mengelolah
administrasi serta keuangan di Kantor Desa Nirangkliung. Ini sangat berpengaruh terhadap
responsivitas yang dimiliki pegawai di pemerintah Desa Desa Nirangkliung dalam sebuah
instansi pemerintah desa. Oleh karena itu, reponsivitas dalam pemerintah Desa Nirangkliung
sangat penting untuk ditingkatkan demi tercapainya kinerja pemerintah Desa Nirangkliung
yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan menurut bapak Yulius mengatakan bahwa :

Respon Masyarakat terhadap dana desa yaitu pemerintahan harus Transparansi sesaui

dengan tahap-tahap yang berlaku (Wawancara, 10 Juli 2024)

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja di
pemerintah Desa Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh kerana itu,
responsivitas yang baik akan memmbuat kinerja pemerintahan desa lebih baik pula seperti
pelaksaan tugas serta fungsi dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka supaya berjalan dengan baik walaupun mungkin
didalamnya terdapat masalah seperti faktor kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan produktifitas
dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada pemerintahan Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Karena berjalan baiknya kinerja pemerintah Desa
Nirangkliung, ini bergantung pada Kepala Desa masing-masing Sehingga segala program
akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk
dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah. Oleh karena itu, responsivitas yang
baik akan membuat kinerja akan lebih baik. Kemampuan Kepala Desa Nirangkliung dalam
menjalankan roda organisasi ini menunjukkan pada faktor responsivitas yang baik. Sebab
responsivitas yang baik ini akan memudahkan pemerintah pemerintah Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di pemerintah Desa

Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.
4. Responbilitas

Responbilitas menjelaskan bagaimana organisasi yang ada menjalankaan aktivitasnya
sesuai dengan prinsip Administrasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan dari organisasi

tersebut (Tamaka, 2021).




Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat
penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi
yang benar atau sesui dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan.
Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai
kinerja pegawai di pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Oleh
karena itu untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja
pegawai di pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Maka

peneliti mewawancarai informan ibu Rinel selaku kaur keuangan sebagai berikut:

Begini ade fungsi dalam Pengelolaan ADD pemerintah Desa Nirangkliung sudah
cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam
pelaksanaan program pemerintah Desa Nirangkliung. Kesesuaian pelaksanan program
dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Nirangkliung ini
menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinva sudah

berjalan dengan baik. (wawancara, 10 Juli 2024)

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang sudah berdasarkan pada
prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini
merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah
satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa
Nirangkliung dalam melaksanakan tugas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Reponsibilitas yang

baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.
Sedangkan menurut ibu Gormina yanti :

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang udah berdasarkan pada
prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini
merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah
satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Desa
Nirangkliung dalam melaksanakan tugas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Reponsibilitas yang

baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.

Hasil wawancara dari kedua informan diatas telah menunjukkan bahwa responsibilitas
pelaksanaan tugas serta fungsi dari aparat pemerintah Desa Nirangkliung telah berjalan dengan
baik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Faktor responsibilitas yang baik

ini merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pemerintah Desa




Nirangkliung tentunya akan baik sementara responsibilitas yang buruk ini akan mempengaruhi

kinerja pemerintah Desa Nirangkliung akan buruk pula.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada
para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Dengan
sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula
merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesusuaian penyelenggara
pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang
dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat
penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas
ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Schingga kinerja pemerintah Desa
Nirangkliung ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki. Maka
dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang di miliki aparat pegawai pemerintah

Desa Nirangkliung peneliti mewawancarai informan sebagai berikut :

Aparat pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka sudah
patiuh terhadap aturan yang ada. Seperti usulan-usulan masvarakat vang disampaikan
diterimah dan ditindaklanjuti dari pihak pemdes dan bertanggungjawab penuh terhadap tugas
dan wewenang yang ada. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pemerintahan desa yang

baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Oleh karena itu Akuntabilitas pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan sangat
dibutuhkan sebab akuntabilatas ini juga di dalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap
atasan dan akuntabilatas ini pula menyangkut masalah tanggung jawab sehingga faktor
akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah

Desa Nirangkliung dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan baik.
PEMBAHASAN

Analisis kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Desa

Nirnagkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.




1. Produktivitas

Produktivitas: konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tapi juga
efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebaga rasio antara hasil yang

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input).

Dari hasil penelitian terhadap beberapa informan diatas, maka produktivitas di
pemerintahan Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka belum cukup baik atau
belum sesuai dengan PREMENDAGRI 113 Tahun 2014 dikerenakan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membangun desa sendiri dan lebih mengedepankan kepentingan sendiri dan
terdapat juga anggota masyarakat yang tidak setuju sehingga mereka meminta ganti rugi
apabila tanahnya di pakai sebagai alokasi dana desa. Sehingga hal tersebut dapat menjadi
kendala dalam mewujudkan efektifitas kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi
dana desa. Produktivitas di pemerintah Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka
ini masih sangat rendah. Kerena pemerintah desa dan BPD dalam menjalakan tugas dan
fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat
desa. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutukan sebagai alat untuk
mengukur sejauh mana kinerja pemrintahan desa di desa Nirangkliung, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam
mengukur produktivitas harus melalui tingkat efisien dan tingkat efektifitas yang baik dan
harus memberikan pelayanan yang efektifitas dan efisien. Oleh kerena itn pemerintah daalm
hal ini aparat desa sangat diharapakan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa
Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka agar supaya pelayanannya dapat berjalan
dengan baik terhadap masyarakat desa. Kerena produktivitas ini merupakan salah-satu
indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja pemerintah

desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.
2. Kualitas Layanan

Kualitas Layanan: Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting
dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang
terbentuk mengenai organisai publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan yang diterima organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama
menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai

kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara murah dan mudah. Informasi mengenai




kepuasan kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik.
Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
relative sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah
dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja

organisasi publik.

Berdasrkan hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa kinerja di pemerintahan Desa
Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka dalam hal kuaitas pelayanan belum cukup
baik, dikerenakan kualitas pelayanan pegawai di pemerintahan di desa nirangkliung dalam
konteks fenomena birokrasi belum ada kesinabungan dalam pelayanan kepada masyarakat atau
belum mencapai kualitas pelayanan yang baik. Sehinnga hal ini yang membuat kinerja aparat
pemerintahan desa di Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka ini belum berjalan
dengan baik dalam pengelolaan dana desa karena faktor kualitas pelayanannya yang masih
sangat terhitung rendah atau belum mencapai standar sesunggunya. Pelayanan masih belum

maksimal.

Dimana penilaian kualitas pelayanan ditentukan pada saat terjadinya pemberian
terhadap masyarakat. Sesuai dengan penilaian kualitas pelayanan diatas maka kualitas
pelayanan di desa nirangkliung, kecamatan nita, kabupaten sikka belum cukup baik. Oleh
kerena itu, kualitas layanan harus ditingkatkan supaya kinerja pemerintah desa nirangkliung,

agar menjadi lebih baik.
3. Responsivitas

Responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana
responsivitas Aparat Pemerintah Desa Di Desa Nirangkliung Dalam dalam hal ini menjalankan
tugas dan fungsi terutama dalam kebijakan pengelolaan ADD. Secara singkat responsivitas
disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam

menjalankan Misi dan Tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan peneclitian tentang Responvisitas di Desa Nirangkliung Dalam dapat
dipahami bahwa sudah berjalan baik. Karena kemampuan aparat pemerintah desa di Desa
Nirangkliung Dalam dalam mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat dan

kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-




program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Di Desa

Nirangkliung.

Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan Dana desa Di Desa
Nirangkliung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Reponsivitas ini sudah
berjalan cukup baik hal ini terlihat pada kemampuan aparat pemerintah desa di Desa
Nirangkliung. Dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Schingga segala
program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak

prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di pemerintah desa Desa Nirangkliung.

Dapat disimpulkan bahwa indikator responsivitas cukup baik. Diharapkan aparat
pemerintah desa di Desa Nirangkliung dapat mengenali apa yang menjadi keinginan
masyarakat dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam
mengembangkan program-program pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat Desa Nirangkliung.
4. Responbilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan
organisasi. Kesesuaian pelaksanan program dengan prinsip pengelolaan keuangan yang
dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Nirangkliung. ini menggambarkan bahwa

responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian tentang Responsibilitas di Desa Nirangkliung. dapat dipahami
bahwa sudah berjalan baik. Responsibilitas aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan ADD Di Desa
Nirangkliung sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam

pelaksanaan program pemerintah Desa Nirangkliung.

Pemerintah Desa Nirangkliung dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah
berdasarkan pada prinsip yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik. Oleh
karena itu responsibilitas ini penting untuk tetap di jaga dan ditingkatkan demi terciptanya
kinerja di pemerintah desa di Desa Nirangkliung ini menjadi baik dalam pemberian pelayanan

kepada publik.

Dapat disimpulkan bahwa indikator Responsibilitas sudah baik, karena sesuai dengan

prinsip-prinsip organisasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh




organisasi pemerintahan. Pemerintah Desa Nirangkliung dalam melaksanakan tugas serta
fungsinya sudah berdasarkan pada aturan yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan

publik.
5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik
tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para
pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat
digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten
dengan kehendak masyarakat banyak. Untuk mencapai sebuah kinerja desa yang baik ini sangat
sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik. Akuntabilitas mengandung arti berapa
besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya
adalah Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan
kepentingan rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan
berapa besar tingkat kesusuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau
norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena
itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi
pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya
tanggung jawab. Sehingga kinerja pemerintah desa di Desa Kampung Dalam ini menjadi baik

dan ini tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pemerintah Desa Nirangkliung Dalam cukup
optimal. Pemerintah Desa Nirangkliung sudah patuh terhadap aturan yang sudah ada, adapun
usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklajuti dari pihak Pemdes
dan betanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Dalam mencapai sebuah

kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Nirangkliung cukup optimal. Pemerintah Desa
Nirangkliung Dalam sudah patuh terhadap aturan yang sudah ada, adapun usulan-usulan dari
masyarakat yang disampaikan diterima dan ditindaklajuti dari pihak Pemdes dan
betanggungjawab penuh terhadap tugas dan wewenang yang ada. Dalam mencapai sebuah

kinerja desa yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik.




KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan beberapa temuan dalam
penelitian ini, yaitu: Indikator produktivitas belum berjalan dengan baik, masih banyak
program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pengelolan
Alokasi Dana Desa, Indikator kualitas pelayanan masih rendah, hal ini terlihat banyaknya
usulan masyarakat yang tertuang dalam program desa tidak terkomodir dalam Rencana
Kegiatan Anggaran Desa kerena pemahaman yang berbeda dalam penyusunan program desa.
Indikator responsivitas terlihat bahwa masyarakat memiliki partisipan dalam membangun
desanya sendiri sudah cukup baik. Indikator responsibilitas terlihat bahwa pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di pemerintahan Desa Nirangkliung,
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka sudah cukup baik kerena sudah berdasarkan pada prinsip-
prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa.
Indikator akuntabilitas cukup optimal seperti usulan-usulan masyarakat yang di sampaikan di
terima dan ditindaklanjuti dari pihak Pemdes dan bertanggung jawab penuh terhadap dan
wewenang yang ada sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pemerintah desa yang baik ini
sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik. Indikator produktivitas belum berjalan
dengan baik, kerena dalam pelaksaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa produktivitas

pengelolaan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah
diuraikan diatas, sehinnga penulis menyarakan bahwa: Penilaian produktivitas dan kualitas
pelayaanan di pemerintah desa Nirangkliung harus di tingkatkan. Bagi desa Nirangkliung
diharpakan lebih efektif dan efisien serta harus disiplin terhadap waktu. Peneliti selanjutnya
diharpakan sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu
yang akan digunakan saat akan melakukan wawancara, kerena jam kerja didesa adalah masih
kurang efektif. Sehingga peneliti mengalami kesulitan saat akan melakukan wawancara

terhadap pihak informan.
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